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ABSTRAK
Persoalan kedudukan ahli waris pengganti masih menjadi perdebatan, baik dari
kalangan akademisi, praktisi khususnya hakim baik dalam ranah diskusi hukum sampai
pada hasil musyawarah majelis berupa putusan yang bermuara pada disparitas putusan.
Pro dan kontra mengenai ahli waris pengganti setidaknya berangkat dari dua hal yakni:
Pertama yang paling mendasar yakni dasar yuridis filosofis, ketentuan mengenai ahli
waris pengganti tidak terdapat di dalam Al-Qur’an, Hadis maupun fikih-fikih terdahulu.
Kedua, tentang kedudukan KHI menurut hierarki peraturan perundang-undangan dan
terdapatnya perbedaan dalam penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 185 KHI yang
berimplikasi multi tafsir yakni antara dua kemungkinan dapat atau tidak dapat
menggantikan kedudukan orangtuanya. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana
hukum Islam memotret kontruksi ahli waris pengganti dalam KHI?, bagaimana hukum
progresif melegitimasi kontruksi ahli waris pengganti dalam KHI?, bagaimana hakim
lingkungan Peradilan Agama menyelesaikan perkara waris yang melibatkan ahli waris
pengganti? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan undang-undang atau peraturan (statute approach), Pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan historis (historical approach) dan menfokuskan pada kajian
tentang bagaimana regulasi hukum kewarisan pergantian ahli waris. Hasil Penelitian
ini menunjukkan: Pertama, bahwa lembaga ahli waris pengganti dalam KHI
merupakan terobosan/sebuah keberanian hukum yang sebelumnya tidak secara explisit
ditegaskan dalam Al-Qur’an, Hadis maupun teks-teks fikih. Lembaga ahli waris
pengganti telah berhasil membedah kebuntuan tentang kewarisan cucu yang ayahnya
telah meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Berhukum dengan instrumen ahli waris
pengganti tidaklah bertentangan dengan hukum Islam yang sejatinya hukum Islam
dibuat oleh Allah dengan tujuan kebahagian manusia, hak kewarisan cucu menjadi
terlindungi. Kedua, hukum progresif yang memiliki karakteristik yang bersesuaian
dengan maqosid al-syariah melegitimasi penerapan ahli waris pengganti di Indonesia
dengan dasar historis, filosofis dan yuridis yang kuat. Ia merupakan unsur hukum yang
telah lama dipraktekan oleh masyarakat (living law), tujuannya tidak lain adalah
perlindungan hukum bagi cucu yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari
pewaris. Ketiga, Terdapat disparitas putusan-putusan hakim tingkat pertama di
lingkungan peradilan agama (PA), tingkat banding (PTA) dan tingkat kasasi (MA)
terhadap perkara kewarisan karena pergantian. Sebagian majelis hakim menetapkan
ahli waris pengganti berhak menerima bagian warisan dengan posisi menggantikan
ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, ini berarti mengakui
keberadaan ahli waris pengganti, sementara terdapat putusan hakim yang menyatakan
ahli waris pengganti tidak memiliki dasar legitimasi untuk mendapatkan warisan dari
kakeknya.
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